
COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting   
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2024   
e-ISSN : 2597-5234  

 
 

FACTORS INFLUENCING FINANCIAL DISTRESS PREDICTION IN CENTRAL 
JAVA REGENCY/CITY GOVERNMENTS 

 
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI FINANCIAL 
DISTRESS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH 

 
Ervina Puspitasari1*, Ika Wulandari2 

Email : 1*190610234@student.mercubuana-yogya.ac.id, 2 ikawulandari@mercubuana-yogya.ac.id 
Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta  

 
ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of regional financial ratios including; PAD Effectiveness 
Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Income Growth Ratio, Financial Independence Ratio 
towards predictions of financial distress for Central Java district/city governments. Financial distress 
is defined as the government's inability to provide public services in accordance with applicable 
standards and quality. This research uses secondary data, namely the APBD Realization Report in the 
Audit Results Report on Regional Government Financial Reports (LHP LKPD) for 2019-2021 from the 
Financial Audit Agency (BPK) Representative of Central Java Province. The method used in this 
research is binary regression analysis with the help of SPSS version 30 for Windows. The sample 
selection in this study used a total sampling system, obtaining 105 data from 29 districts and 6 cities. 
The results of this research show that the PAD Effectiveness Ratio has a negative effect on financial 
distress, the Regional Financial Efficiency Ratio has no positive effect on financial distress, the Income 
Growth Ratio has a positive effect on financial distress, the Regional Financial Independence Ratio has 
no positive effect on financial distress. 

Keywords: Financial Distress, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Revenue 
Growth Ratio, Financial Independence Ratio. 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan daerah meliputi ; Rasio Efektivitas 
PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian 
Keuangan terhadap prediksi financial distress pemerintah kabupaten/kota Jawa Tengah. Financial 
distress diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam penyediaan layanan publik sesuai dengan 
standar dan mutu yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi 
APBD pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) 
Tahun 2019-2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi biner dengan bantuan SPSS versi 30 for 
windows. Pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan sistem total sampling, diperoleh sebanyak 
105 data yang berasal dari 29 kabupaten dan 6 kota. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio 
Efektivitas PAD berpengaruh negatif terhadap financial distress, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
tidak berpengaruh positif terhadap financial distress Rasio Pertumbuhan Pendapatan berpengaruh 
positif terhadap financial distress, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif 
terhadap financial distress. 

Kata Kunci : Financial Distress, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 
Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian Keuangan. 
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PENDAHULUAN 
Pengelolaan keuangan daerah sangat besar 

pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena 
daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa 
serta mampu mengembangkan daerahnya atau 
menjadi tak mampu tergantung pada cara mengelola 
keuangannya. Memprediksi mengenai potensi 
kebangkrutan sangat penting sebagai bahan evaluasi 
kinerja pemerintah daerah yang terjadi selama ini. 
Sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk 
memperbaiki kondisi dan kinerjanya. Dengan 
memprediksi potensi kebangkrutan sangat mungkin 
dimiliki oleh setiap pemerintah daerah agar dapat 
dihindarkan atau paling tidak mengurangi risiko 
kebangkrutan tersebut. Indikasi kebangkrutan suatu 
daerah dapat dilihat melalui informasi-informasi 
yang terdapat dalam laporan keuangannya. 
Menganalisa laporan keuangan dapat dijadikan 
dasar untuk mengukur tingkat kesehatan suatu 
pemerintah daerah. Hal ini dapat mencerminkan 
kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas 
atau pemerintahan yang sedang berjalan. 
Keefektifan penggunaan aktivanya, hasil 
pendapatan yang telah dicapai, beban tetap yang 
harus dibayar serta potensi kebangkrutan yang 
mungkin dialami.  

Financial distress diartikan sebagai 
ketidakmampuan pemerintah pada setiap kegiatan 
berdasarkan kebijakan, meliputi kegiatan 
operasi,utang, pembangunan dan infrastruktur 
lainnya untuk memenuhi tujuan pelayanan kepada 
masyarakat, sesuai standar mutu yang telah 
ditetapkan. Financial distress diartikan sebagai 
ketidakmampuan untuk menyediakan layanan pada 
tingkat yang sudah ada berdasarkan pada standar 
pelayanan mutu yang ditetapkan (Jones & Walker, 
2007). Standar mutu yang ditetapkan masing- 
masing daerah dalam melihat kondisi financial 
distress dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, yang 
menjelaskan bahwa untuk belanja modal pada 
masing-masing daerah memiliki batas minimum 
yaitu 30%. Apabila presentase pengalokasian 
belanja modal oleh pemerintah kurang dari 30% 
maka daerah tersebut belum mampu berinvestasi 
dengan baik dalam kegiatan pemerintahan yang 
bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
untuk publik/kesejahteraan pada masyarakat. 
Persentase terhadap belanja modal yang menjadi 
tolak ukur financial distress suatu daerah juga 
dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang rencana 
pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dengan porsi belanja modal minimal 30%. 
Berdasarkan PP No.5 tahun 2005 Pasal 26 tentang 
Pengelolaan Keuangan daerah bahwasannya belanja 
daerah diprioritaskan untuk melindungi serta 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 
upaya memenuhi kewajiban daerah yang 
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 

pasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan 
sistem jaminan sosial.  

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati juga mengungkapkan 3 masalah 
pengelolaan APBD tahun 2021 meliputi ketepatan 
waktu penetapan Peraturan Daerah APBD, 
pemenuhan belanja wajib oleh daerah dan pola 
realisasi APBD. Kinerja daerah dalam penetapan 
APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap 
kinerja realisasi APBD tahun berikutnya (Santia, 
2022). Banyak daerah di Indonesia yang 
menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai 
bahkan bisa mencapai 70% dari total belanja daerah, 
jika daerah menggunakan anggaran seperti ini secara 
terus menerus maka kemungkinan akan mengalami 
financial distress. Pada Penelitian yang dilakukan 
oleh (Kurniawati, 2021) diketahui Pendapatan Asli 
Daerah Kota Semarang berdasarkan Realisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018-2020 Kota 
Semarang tingkat kontribusinya belum mencapai 
50%, Tahun 2018 sebesar Rp 1.821.274.103.250, 
Tahun 2019 sebesar Rp 2.066.333.418.588, Tahun 
2020 sebesar Rp 2.024.537.808.307 
(dpjk.kemenkeu,2021) dalam (Kurniawati, 2021) . 
Belanja daerah Kota Semarang masih dibiayai 
melalui dana perimbangan dari pusat karena 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang 
masih belum mampu menutupi belanja daerah. 
Tingkat Efisiensi keuangan daerah Kota Semarang 
termasuk dalam kategori kurang efisien . Rasio 
Efisiensi memberikan gambaran kinerja pemerintah 
daerah untuk melakukan pembiayaan belanja daerah 
berdasarkan total Realisasi Pendapatan Daerah 
(APBD). Suatu kegiatan operasional dapat 
dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat tercapai 
dengan sumber daya dan dana seminimal mungkin. 
Tahun 2018- 2019 tingkat efisiensi keuangan daerah 
Kota Semarang termasuk dalam kriteria tidak 
efisien . Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Semarang dalam pengelolaan pendapatan daerah 
untuk membiayai keseluruhan belanja daerah masih 
belum efisien. Hal tersebut terjadi karena belanja 
daerah dibawah total realisasi pendapatan daerah.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
- penelitian sebelumnya yaitu pada analisis laporan 
realisasi APBD yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah dari tahun 
2019-2021. Selain itu, yang membedakan penelitian 
ini dengen penelitian - penelitian sebelumnya pada 
rasio keuangan yang digunakan dalam memprediksi 
financial distress. Pada Penelitian yang dilakukan 
(Pradana & Sarjiyanto, 2023) menunjukkan bahwa 
rasio efektivitas berpengaruh terhadap financial 
distress. Begitu  Sedangkan penelitian yang 
dilakukan (Wulandari & Arza, 2020)menunjukkan 
bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap 
financial distress .Pada Penelitian yang dilakukan 
oleh (Pinasti & Poerwanti, 2022) menunjukkan 
bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap financial 
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distress, sedangkan penelitian yang dilakukan 
(Zakia & Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa rasio 
efisiensi tidak berpengaruh terhadap financial 
distress. Pada Penelitian yang dilakukan (Wulandari 
& Arza, 2020) menunjukkan bahwa rasio 
pertumbuhan berpengaruh terhadap financial 
distress. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
(Lailiyah & Desitama, 2024),  (Pradana & 
Sarjiyanto, 2023) menunjukkan bahwa rasio 
pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap financial 
distress. Pada penelitian yang dilakukan (Sari & 
Arza, 2019) , (Syarifah, Masnila, & Indriasari, 2023) 
menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan 
berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan 
pada penelitian yang dilakukan     (Ramadhan, 2023) 
menunjukkan bahwa kemandirian keuangan tidak 
berpengaruh terhadap financial distress. 
Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ratio 
Keuangan Terhadap Prediksi Financial Distress 
Pada Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa 
Tengah Periode 2019-2021 

 
Berikut design pada penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
 

 
 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 
 

METODE PENELITIAN 
 
Populasi dan Sampel 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah. Pengambilan sample menggnakan 
teknik total sampling, sehingga diperoleh sebanyak 
105 data yang berasal dari 29 kabupaten dan 6 kota. 
Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LHP LKPD) Tahun 2019-2021 dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 
Jawa Tengah 
Variabel Penelitian 
Variabel Dependen 
 Variebel Dependen dalam penelitian ini 
yaitu financial distress pemerintah daerah. (Jones & 
Walker, 2007) mendefinisikan financial distress 
yaitu kemampuan pemerintah untuk menyediakan 
pelayanan kepada publik yang sesuai dengan standar 
mutu dan pelayanan yang telah ditetapkan, 
ketidakmampuan tersebut karena pemerintah tidak 

cukup dana untuk menyediakan infrastruktur 
pelayanan publik. Menurut (Jones & Walker, 2007) 
Financial Distress dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 

 
 
Varabel Independen 
Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah . Rasio 
Efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
 
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
menggambarkan perbandingan antara besarnya 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

 
 
Rasio Pertumbuhan Pendapatam 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah 
daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau 
selama beberapa periode anggaran). Rasio 
Pertumbuhan Pendapatan dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 

 
 
Rasio Kemandirian Keuangan 

Rasio Kemandirian Keuangan 
menggambarkan bagaimana Pendapatan ini Asli 
Daerah (PAD) mampu menutupi/membiayai 
keperluan daerah . Rasio Kemandirian Keuangan 
dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
Statistik Deskriptif 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 
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Berdasarkan Tabel 1, rasio efektivitas 

pendapatan asli daerah memiliki rata-rata (mean) 
sebesar 0.1225 dengan standar deviasi sebesar 
0.12998. Rata – rata (mean) ini mencerminkan rata 
– rata efektivitas pendapatan pemerintah selama 3 
tahun yang dimiliki Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
selama tahun 2019-2021 mencapai 112%. Nilai 
minimum rasio efektivitas PAD sebesar 0.84 oleh 
Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 artinya 
realisasi PAD lebih kecil dari target/anggaran yang 
telah ditetepkan, sedangkan nilai maksimum rasio 
efektivitas PAD sebesar 1.44 oleh Kabupaten 
Purworejo pada tahun 2021 menggambarkan bahwa 
realisasi PAD lebih besar dari target/anggaran 
sebesar 100%. 
 Rasio efisiensi keuangan daerah memiliki 
rata – rata (mean) sebesar 0.8608 dengan standar 
deviasi sebesar 0.9896. Nilai minimum rasio 
efisiensi keuangan daerah sebesar 0.69 oleh 
Kabupaten Magelang pada tahun 2020 artinya 
realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan 
realisasi pendapatannya, sedangkan nilai maksimum 
rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 1.12 oleh 
Kota Salatiga pada tahun 2020 menggambarkan 
bahwa realisasi belanja 1.12 kali lebih tinggi 
dibandingkan realisasi pendapatannya. 
 Rasio pertumbuhan pendapatan memiliki 
rata – rata (mean) sebesar 0.0229 dengan standar 
deviasi 0.04853. Nilai minimum rasio pertumbuhan 
pendapatan sebesar -0.08 oleh Kabupaten Magelang 
tahun 2020 artinya daerah tersebut mengalami 
pertumbuhan pendapatan yang negatif, sedangkan 
nilai maksimum rasio pertumbuhan pendapatan 
sebesar 0.12 oleh Kabupaten Magelang tahun 2019 
menggambarkan bahwa pertumbuhan pendapatan 
daerah tersebut mencapai 12%. 
 Rasio kemandirian keuangan daerah 
memiliki rata – rata (mean) sebesar 0.2630 dengan 
standar deviasi 0.14100. Nilai minimum rasio 
kemandirian keuangan daerah sebesar 0.13 oleh 
Kabupeten Wonogiri pada tahun 2021 artinya PAD 
lebih kecil daripada bantuan dari 
pemerintah/pendapatan transfer berarti bahwa PAD 
belum bisa menutup seluruh belanja daerah tersebut 
sedangkan nilai maksimum sebesar 1.03 oleh Kota 
Semarang pada tahun 2021 menggambarkan bahwa 
PAD lebih besar dari pada bantuan dari 
pemerintah/pendapatan transfer sehingga daerah 
terebut menghasilkan PAD yang lebih besar dan 
dapat menutup seluruh belanja daerah tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji Normalitas 
Tabel 2 

Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 

 
Berdasarkan Tabel 2, nilai sig 

menunjukkan nilai sebesar 0.358, apabila nilai 
Asymp. Sig. (2 tailed) > 0.05 maka data berdistribusi 
normal. Berarti bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 
sehingga data tersebut berdistribusi normal. 

 
Uji Normalitas 

Tabel 3 
Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 

 
Berdasarkan Tabel 3, Data terdistribusi 

normal, Menurut Ghozali (2012) Jika distribusi data 
normal, maka garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
 
Uji Multikolinearitas 

Tabel 4  
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 
  

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel 
independen memiliki nilai VIF < 10 atau tolerance < 
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0,1. Dengan demikian, asumsi model regresi logistik 
telah terpenuhi, yaitu antar variabel independen 
pada penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas 
yang signifikan. 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5 Hasil  
Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber : Data Diolah SPSS 30, 2024 
 
 Berdasarkan tabel 5, Semua nilai sig dari 
masing – masing variabel memiliki nilai > 5 dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
 
Uji Autokorelasi 

Tabel 6 
Hasil Uji Asumsi Autokorelasi 

 
Sumber : Data Diolah SPSS 30, 2024 
 

Berdasarkan Tabel 6, nilai Durbin Watson 
(d) sebesar 1,782, apabila dU < d < 4-dU maka 
hipotesis nol diterima, artinya menunjukkan tidak 
terdapat autokorelasi dengan hasil 1.761 < 1.782 < 
2.239. 
 
Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 7 
Uji Regresi Linier Berganda 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 
 
 Berdasarkan Tabel 7, Nilai a sebesar 0.221 
merupakan konstanta atau keadaan saat variabel 
financial distress  (Y) belum dipengaruhi oleh 
variabel lainnya yaitu rasio efektivittas PAD (X1), 
rasio efisiensi keuangan daerah (X2), rasio 
pertumbuhan pendapatan (X3) dan rasio 
kemandirian keuangan daerah (X4).Nilai koefisien 
b1 (nilai koefisien regresi x1) bernilai negatif (-) 

sebesar -0.083 maka bisa diartikan bahwa jika 
variabel X1 meningkat maka variabel Y akan 
menurun. Nilai koefisien b2 (nilai koefisien regresi 
X2 ) bernilai positif (+) sebesar 0.022 maka bisa 
diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat maka 
variabel Y akan meningkat. Nilai koefisien b3 (nilai 
koefisien regresi X3) bernilai positif (+) sebesar 
0.309 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 
meningkat maka variabel Y akan meningkat. Nilai 
koefisien b4 (nilai koefisien regresi X4) bernilai 
positif (+) sebesar 0.016 maka bisa diartikan bahwa 
jika variabel X4 meningkat maka variabel Y akan 
meningkat. 

Uji Hipotesis F 
Tabel 8 

Uji Hipotesis F 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 
 
 Berdasarkan Tabel 8. Hasil Uji F nilai 
signifikansi untuk pengaruh rasio efektivittas PAD 
(X1), rasio efisiensi keuangan daerah (X2), rasio 
pertumbuhan pendapatan (X3) dan rasio 
kemandirian keuangan daerah (X4) adalah sebesar 
0.001 < 0.05 dan f hitung 6.427 >  nilai tabel 2.460 
hal tersebut membuktikan bahwa H05 ditolak dan 
Ha5 diterima. Artinya terdapat pengaruh rasio 
efektivittas PAD (X1), rasio efisiensi keuangan 
daerah (X2), rasio pertumbuhan pendapatan (X3) dan 
rasio kemandirian keuangan daerah (X4) secara 
signifikan. 
 
Uji Hipotesis T 

Tabel 9 
Uji Hipotesis T 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 
 
 Berdasarkan Tabel 8. Hasil Uji T  
menunjukkan bahwa nilai signifikansi rasio 
efektivitas PAD (X1) terhadap financial distress (Y) 
adalah 0.011 < 0.05 dan hilai t hitung -2.589 < nilai 
t tabel 1.984, maka H0 ditolak artinya terdapat 
pengaruh negatif rasio efektivitas PAD (X1) 
terhadap financial distresss (F) . Nilai signifikansi 
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rasio efisiensi keuangan daerah (X2) terhadap 
financial distress (Y) adalah 0.639 > 0.05 dan nilai t 
hitung 0.471 < nilai t tabel 1.984, maka H0 diterima 
artinya tidak terdapat pengaruh rasio efisiensi 
keuangan daerah  (X2) terhadap financial distress 
(Y). nilai signifikansi rasio pertumbuhan 
pendapatan (X3) terhadap financial distress (Y) 
adalah 0.001 < 0.05 dan nilai t hitung 3.631 > nilai t 
tabel 1.984, maka H0 ditolak artinya terdapat 
pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan (X3) 
terhadap financial distress (Y). Nilai signifikansi 
rasio kemandirian keuangan daerah (X4) terhadap 
financial distress  (Y) adalah 0.608 > 0.05 dan nilai 
t hitung < nilai  t tabel 1.984, maka H0 diterima 
artinya tidak terdapat pengaruh rasio kemandirian 
keuangan daerah (X4) terhadap financial distress 
(Y). 

Koefisien Determinasi 
Tabel 8 

Uji Hipotesis F 

 
Sumber : Data Diolah dari SPSS 30, 2024 
 
 Berdasarkan tabel 9 dipengaruhi nilai 
koefisien Rsquare (R2) sebesar 0.204 atau 20.4%. 
Jadi bisa diambil kesimpulanbesarnya pengaruh 
variabel rasio efektivittas PAD (X1), rasio efisiensi 
keuangan daerah (X2), rasio pertumbuhan 
pendapatan (X3) dan rasio kemandirian keuangan 
daerah (X4) terhadai financial distress (Y) sebesar 
0.204 atau 20.4%.  

Pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap 
financial distress 

Hasil pengujian hipotesis memiliki nilai 
signifikansi 0.011 < 0.05 dan koefisien dengan arah 
negatif sebesar -0.083, artinya rasio efektivitas PAD 
berpengaruh negatif terhadap financial distress 
Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Arza, 
Fefri Indra (2020), menunjukkan bahwa rasio 
efektivitas berpengaruh negatif terhadap financial 
distres. 

 

 

Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah 
terhadap financial distress 

Hasil pengujian hipotesis memiliki nilai 
signifikansi 0.639 > 0.05 dan koefisien dengan arah 
positif sebesar 0.022, artinya efisiensi keuangan 
daerah tidak berpengaruh positif terhadap financial 
distress Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zakia & 
Setiawan, 2021), (Fatmawati, Andriana, & 
Wardhaningrum, 2023), (Fitri, 2024)  menunjukkan 
bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap 
financial distress. 

Pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan 
terhadap financial distress 

Hasil pengujian hipotesis memiliki nilai 
signifikansi 0.001< 0.05 dan koefisien dengan arah 
positif sebesar 0.309, artinya efisiensi keuangan 
daerah berpengaruh positif terhadap financial 
distress Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 
yang dilakukan (Wulandari & Arza, 2020), (Zakia & 
Setiawan, 2021),  (Elfiyana & Arza, 2022) 
menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan 
berpengaruh terhadap financial distress 

Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah 
terhadap financial distress 

Hasil pengujian hipotesis memiliki nilai 
signifikansi 0.608 dan koefisien dengan arah positif 
sebesar 0.016, artinya efisiensi keuangan daerah 
tidak berpengaruh positif terhadap financial distress 
Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh, (Pradana & 
Sarjiyanto, 2023),  (Syarifah, Masnila, & Indriasari, 
2023), (Sari, Dewata, & Jauhari, 2023) 
menunjukkan bahwa kemandirian keuangan tidak 
berpengaruh terhadap financial distress 

PENUTUP 
 Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, serta pengelolaan data mengenai Faktor 
– Faktor yang Mempengaruhi Presiksi Financial 
Distress diantaranya pada studi pemerintah daerah 
kab/kota Jawa Tengah Periode 2019-2021 
menghasilkan kesimpulan : 

1. Rasio Efektivitas PAD memiliki  
berpengaruh negatif terhadap financial 
distress, H1 ditolak sesuai hasil pengujian 
yang dilakukan. 

2. Rasio efisiensi keuangan daerah tidak 
berpengaruh positif terhadap financial 
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distress, H2 diterima sesuai hasil pengujian 
yang dilakukan 

3. Rasio pertumbuhan pendapatan 
berpengaruh positif terhadap financial 
distress, H3 ditolak sesuai hasil pengujian 
dilakukan. 

4. Rasio kemandirian keuangan daerah tidak 
berpengaruh positif terhadap financial 
distress, H4 diterima sesuai hasil pengujian 
yang dilakukan. 

 Berdasarkan atas kesimpulan pada 
penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yaitu : 

1. Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan referensi dan 

evaluasi mengenai faktor – faktor yang 
dapat mempengaruhi financial distress 
pemerintah daerah. Sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja serta 
pelayanan yang lebih baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini masih bisa 

dikembangkan untuk kedepannya 
diharapkan peneliti selanjutnya dapat 
memperbaiki dan menyempurnakannya 
(dengan penambahan variabel atau objek 
lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini). Serta dapat memberikan 
kreativitas dan penambahan variabel serta 
sample penelitian. 
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